
~1~ 

 

                 
 

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

PROVINSI SULAWESI TENGAH 
 

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN 

NOMOR 14 TAHUN 2015 
 

TENTANG 
 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH 

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  

TAHUN 2016 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 
 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja 

Pembangunan Daerah (RKPD) ditetapkan dengan Peraturan 

Kepala Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebgaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2016; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan 

Peraturan  Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 

tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah 

Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan 

Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 7) menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1964 Nomor 2687); 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik lndonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 3851); 
 

3. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan 

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten 

Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
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Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang 

Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan 

Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3966); 
 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4438); 
 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 

(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

 

7. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355) 
 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 
 

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 
 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan 

Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemeritahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 
 

11. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 
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2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669); 
 

12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 

2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4815); 
 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 

2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

lndonesia Nomor 4737);  

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5539); 
 

16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program 

Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166); 

 

17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3); 
 

18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 4); 
 

19. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1996 

tentang Pembangunan Keluarga Sejahtera Dalam Rangka 

Peningkatan Penanggulangan Kemiskinan; 
 

20. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1998 

tentang Gerakan Terpadu Pengentasan Kemiskinan; 
 

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
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Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun  2011 Nomor 310); 
 

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, 

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun  2010 Nomor 517); 
 

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 32); 
 

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 

tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015; 
 

25. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 6 Tahun 

2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 

Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2009 Nomor 6); 
 

26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 

2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 

Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 - 2016 

(Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2011 

Nomor 4); 
 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 

Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 – 2026 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 

2007 Nomor 1); 
 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 

Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 

2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2013 Nomor 1); 
 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 

Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, 

Badan Perencanaan Pembangunan dan Lembaga Teknis 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2013 Nomor 10); 
 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 

Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 1); 
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31. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 3 Tahun 2015 

tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Berita Daerah 

Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2015 Nomor 3); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN TENTANG 

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) 

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2016. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat 

Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 

3. Kepala Daerah adalah Bupati Banggai Kepulauan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Banggai Kepulauan. 

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang 

selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan 

daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat 

dengan SKPD adalah perangkat daerah kabupaten banggai 

kepulauan. 

7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya 

disebut dengan Bappeda adalah Bappeda Kabupaten Banggai 

Kepulauan. 

8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJPD, adalah dokumen perencanaan 

untuk periode 20 (dua puluh) tahun.  

9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang 

selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan 

untuk periode 5 (lima) tahun.  

10. Rencana Strategis SKPD yang selanjutnya disebut dengan 

Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk 

periode 5 (lima) tahun. 

11. Rencana Kerja Pembangunan Daerah, yang selanjutnya 

disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk 

periode 1 (satu) tahun atau disebut dengan rencana 

pembangunan tahunan daerah. 

12. Kebijakan umum APBD, yang selanjutnya disingkat KUA 

adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 

untuk periode 1 (satu) tahun. 
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13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya 

disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 

patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 

SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam 

penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD. 

14. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 

disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 

penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana 

belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 

pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 
 

Pasal 2 
 

(1) RKPD Tahun 2016 adalah Dokumen Perencanaan Daerah 

untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 

Januari 2016 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2016. 

(2) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Banggai 

Kepulauan Tahun 2011 – 2016 yang memuat rancangan 

kerangka ekonomi daerah, program pembangunan daerah, 

rencana kerja dan pendanaannnya yang bersifat indikatif, 

baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah 

maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi 

masyarakat.  

(3) RKPD bertujuan untuk menciptakan sinergitas pelaksanaan 

pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor 

pembangunan dan mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya 

dalam pembangunan daerah.  

(4) RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 (dua) 

pasal ini, berfungsi sebagai :  

a. Pedoman didalam penyusunan Renja – SKPD. 

b. Pedoman dalam rangka Penyusunan KUA, PPAS dan 

RAPBD Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016. 
 

Pasal 3 
 

Dalam rangka penyusunan Renja – SKPD Tahun 2016 

sebagaimana Pasal 2 ayat (4) huruf a, SKPD menggunakan RKPD 

Tahun 2016, untuk :  

a. Menyusun Rancangan Akhir Renja – SKPD 

b. Sebagai bahan untuk penyusunan Pra RKA – SKPD 
 

Pasal 4 
 

Kepala Bappeda melakukan penelaahan Rancangan Akhir Renja-

SKPD megenai kesesuaiannya dengan RKPD, Renstra SKPD serta 

tugas pokok dan fungsi SKPD. 
 

Pasal 5 
 

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai 

berikut :  
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a. Dalam rangka pengendalian pelaksanaan rencana 

pembangunan, Kepala SKPD melakukan pemantauan.  

b. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis hasil 

pelaksanaan rencana pembangunan dari masing-masing 

SKPD.  

c. Kepala SKPD melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan 

rencana pembangunan tahun sebelumnya.  

d. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf c, menjadi 

bahan bagi penyusunan RKPD tahun yang akan datang.  
 

Pasal 6 
 

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2016 sebagaimana 

tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.  
 

BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 7 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

 Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 

mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.                   

 
 

     Ditetapkan di  Salakan 

 pada tanggal   28 Mei 2015 
 

  

 

 

 

 

 

Diundangkan  di  Salakan 

pada tanggal  29 Mei 2015 

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN, 

 

 

 

SUDIRMAN SALOTAN 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  

TAHUN 2015 NOMOR  14 


